BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1715, 2016

KEMENKUHAM. Pengharmonisasian.
Pembulatan. Pemantapan Konsepsi.
Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Prosedur. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan proses
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan,
perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara
dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan

Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
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Mengingat

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1257);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tetang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tetang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 186);



